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RINGKASAN

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penye-
lenggaraan telepon seluler terlihat sangat signifikan pertumbuhannya. Hal ini
ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan/pemakai yang terus meningkat
dari tahun ke tahun. Mengikuti perkembangan jumlah pelanggan seluler terus
meningkat, para penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berusaha
membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (service coverage) semakin
luas, dan kualitas layanan menjadi meningkat pula. Salah satu infrastruktur
penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah
Base Transceiver Station (BTS).

Maraknnya pembangunan menara BTS ini jika terus-menerus dibiarkan
akan berdampak negatif bagi keseimbangan lingkungan. Ketidakcocokan
diantaranya dapat dilihat dari berkurangnya aspek estetika kota dikarenakan
seakan-akan menjadikan kota seperti hutan menara, ketidaksesuaian dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun oleh pemerintah
daerah setempat, pemborosan penggunaan ruang karena pada saat itu satu menara
hanya digunakan oleh satu operator, hingga protes warga atas pembangunan
menara di wilayah tempat tinggalnya dengan alasan yang beragam.

Mengantisipasi pertambahan jumlah menara yang semakin cepat saat ini,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi dan Surat Keputusan Bersama/SKB Menteri Komunikasi dan
Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM, tentang menara bersama. Kebijakan ini
dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang.

Berbagai Perbedaan Persepsi masyarakat umum dalam menerjemahkan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Untuk Pedoman Pembangunan Dan Penataan
Menara telekomunikasi yang tampaknya kurang sesuai dengan maksud dan tujuan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 secara jelas tercermin dalam peraturan dan
tindakan Masyarakat menutup/ menyegel beberapa menara telekomunikasi
sebelum tersedianya menara bersama dan sebelum berakhirnya masa transisi yang
diberikan kepada operator telekomunikasi

Kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Dari
perspektif manajemen, proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian
kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok utama, yaitu (1) formulasi
kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kinerja kebijakan. Untuk
itu faktor penentu dari sebuah tahapan formulasi kebijakan adalah siapa saja aktor
yang terlibat dalam pembuatan atau perumusan kebijakan tersebut, kepentingan
apa yang melatarbelakanginya, dan dengan bagaimana cara merumuskan
kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan Pedoman Pembangunan dan penataan menara
telekomunikasi didalam PERDA No 2 Tahun 2013 ini kemudian peneliti
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menangkap bahwa perumusan kebijakan Pedoman Pembangunan dan penataan
menara telekomunikasi ini sesuai dengan model rasionalisme dimana dalam
model rasionalisme ini dijelaskan para pembuat kebijakan Dimana model ini
mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain
berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memberikan manfaat
optimum bagi masyarakat.

Dalam kajian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Jenis dan model
penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Fokus
dalam penelitian ini mengacu pada masalah dan tujuan penelitian yang telah
ditentukan yaitu diantaranya Apakah Model Teori Rasionalisme dalam Formulasi
kebijakan diterapkan dalam menentukan Kebijakan Pedoman Pembangunan
Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang dengan menggunakan analisis
stakeholder,dan mendeskripsikan berbagai stakeholder yang mempengaruhi
Formulasi kebijakan dalam menentukan Kebijakan Pedoman Pembangunan
Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian Model yang digunakan
adalah model teori Rasionalisme. Dimana model ini mengedepankan gagasan
bahwa kebijakan publik penataan menara telekomunikasi sebagai maximum social
gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memberikan manfaat
optimum bagi masyarakat dapat dipergunakan dalam hal ini. Berdasarkan hasil
analisis dan pembahasan dengan menggunakan dasar-dasar teori Analisis
Stakeholder sebagai alat untuk menganalisa fakta dan informasi yang didapatkan,
maka : Teridentifikasi empat aktor kunci dan kepentingannya dalam
mempengaruhi penataan menara telekomunikasi, yaitu:

a) Eksekutif, memiliki kepentingan menjalankan kebijakan yang populis
untuk kepentingan menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor
penarikan retribusi pembangunan menara telekomunikasi.

b) Masyarakat sekitar menara telekomunikasi, memiliki kepentingan agar
tetap diilibatkan dalam proses perijinan HO/AMDAL dikarenakan
nantinya masyarakat sekitar menara bisa mendapatkan benefit yang cukup
besar dari penyewaan lahan dan social cost yang tinggi pula dari pihak
provider menara telekomunikasi

c) DPRD, memiliki kepentingan dalam menjembatani penyampaian usulan
proses legislasi dari masyarakat yang dia wakili dengan pihak ekskutif dan
pihak swasta/provider menara telekomunikasi

d) Swasta/Provider menara telekomnunikasi, memiliki kepentingan untuk
memperluas area jangkauan sinyal  telekomunikasi sehingga dapat
mengurangi area blind spot.
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